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BAB II 
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

 

Gambaran umum kondisi daerah di Kabupaten Bangka Selatan meliputi aspek 

geografi, demografi dan gambaran indikator capaian kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan di Kabupaten Bangka Selatan. Analisis aspek geografi dan demografis 

dilakukan guna memperoleh gambaran tentang karakteristik lokasi dan wilayah, potensi 

pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran 

kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi 

masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam kurun waktu tahun 2010 – 2015 di 

wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan yang dijabarkan dibawah ini meliputi 3 (tiga) aspek utama yaitu aspek 

kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. 

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi 

Kabupaten Bangka Selatan merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka 

Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut 

tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Bangka Selatan dan kecamatan di wilayah Bangka 

Selatan. 

Dengan seluas ± 3.607,08 Km² atau 360.708 Ha, Kabupaten Bangka Selatan 

merupakan kabupaten terluas di Provinsi Kep. Bangka Belitung.  

Adapun wilayah administrasi Kabupaten Bangka Selatan memiliki batas-batas 

wilayah sebagai berikut : 

 Utara  : Kecamatan Sungai Selan Koba Kabupaten Bangka Tengah; 

 Timur : Selat Gaspar; 

 Selatan : Laut Jawa dan Selat Bangka; 

 Barat : Selat Bangka. 
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Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut kecamatan di 

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 

No. Kecamatan 
Luas Wilayah Jumlah 

Desa/Kelurahan km² % 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Toboali 1.460,34 40,49 11 

2. Air Gegas 853,64 23,67 10 

3 Payung 372,95 10,34 9 

4. Simpang Rimba 362,30 10,04 7 

5. Lepar Pongok 172,31 4,78 4 

6. Tukak Sadai 126,00 4,71 5 

7. Pulau Besar 169,87 3,49 5 

8. Kep. Pongok 89,67 2,49 2 

Bangka Selatan 3.607,08 100 53 

Sumber : Bangka Selatan Dalam Angka 2016, diolah. 

 

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 
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2) Letak dan Kondisi Geografis 

Kabupaten Bangka Selatan terletak pada 2° 26' 27" sampai 3° 5' 56" Lintang 

Selatan dan 107° 14' 31" sampai 105° 53' 09" Bujur Timur. Kabupaten Bangka Selatan 

berada di Selatan Pulau Bangka dan berbatasan langsung dengan perairan laut (sebelah 

selatan, timur dan barat) serta tidak jauh dari jalur pelayaran internasional, memiliki 

posisi yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi kawasan barat Indonesia 

pada masa mendatang. 

Kawasan di Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari daerah pesisir (Kecamatan 

Tukak Sadai) dan kepulauan (Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Kepulauan 

Pongok) serta kawasan yang merupakan daerah pertanian, perkebunan dan hutan 

lindung serta kawasan pertambangan (KP) timah. 

3) Topografi 

Wilayah Kabupaten Bangka Selatan berada pada ketinggian rata-rata 28 meter di 

atas permukaan laut (DPL) dengan kontur wilayah yang datar dan bergelombang.  Hanya 

sebagian kecil saja wilayah Bangka Selatan yang berbukit. 

Keadaan tanah di daerah Kabupaten Bangka Selatan mempunyai pH rata-rata di 

bawah 5 (lima).  Tanah di Kabupaten Bangka Selatan banyak mengandung mineral biji 

timah dan bahan galian lainnya seperti pasir kwarsa, Kaolin, batu gunung dan lain-lain.  

Bentuk dan keadaan wilayah Bangka Selatan adalah sebagai berikut: 

 4% berbukit seperti daerah Bukit Paku, Permis dan lain-lain. Jenis tanah 

perbukitan tersebut adalah Komplek Podsolik Coklat kekuning-kuningan dan 

Litosol ber-asal dari Batu Plutonik Masam 

  51% berombak dan bergelombang, tanah berjenis Asosiasi Podsolik Coklat 

kekuning-kuningan dengan bahan induk Komplek Batu pasir Kwarsit dan Batuan 

Pluto-nik Masam 

 20% lembah/datar sampai berombak, tanah berjenis Asosiasi Podsolik berasal 

dari Komplek Batu Pasir dan Kwarsit. 
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 25% rawa dan bencah/datar dengan jenis tanah Asosiasi Alluvial Hedromotif dan 

Glei Humus serta Regosol Kelabu Muda berasal dari endapan pasir dan tanah liat. 

4) Geologi 

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bangka Selatan Sumatera Skala 1:250.000 

(Puslitbang Geologi, 1995), wilayah Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari beberapa 

formasi yaitu formasi Tanjung Genting (TRt), formasi Granit Klabat (TRjkg), Aluvium 

(Qa), formasi Ranggam (TQr) dan formasi Malihan Pemali (Cpp). 

Formasi Tanjung Genting (TRt) diperkirakan berumur Trias Awal dan diendapkan 

pada lingkungan laut dangkal terdiri dari perselingan batu pasir (sandstone) kelabu 

kecoklatan berbutir halus-sedang terpilah baik, keras, dengan struktur sedimen silang 

siur, dan batu liat (claystone), kelabu kecoklatan berlapis baik. Formasi Granit Klabat 

(TRjkg), merupakan formasi batuan terobosan berumur Trias akhir – Jura Awal yang 

menerobos formasi Tanjung Genting dan komplek Malihan Pemali, terdiri dari granit 

biotit, granodiorit dan granit genesan. Formasi Ranggam (TQr), terdapat hanya sedikit di 

daerah pantai bagian timur sekitar Lesat atau Paya Pangkat, berumur Miosen Akhir – 

Plistosen Awal dan diendapkan di lingkungan fluvial, merupakan perselingan batupasir, 

batu liat dan konglomerat.  Formasi Malihan Pemali (Cpp) hanya sedikit di sebelah barat 

daya Air Bara sampai ke Paku, terdiri dari fillit, sekis dan kuarsit. Umur formasi ini tidak 

diketahui dengan pasti tetapi kedudukannya ditindih tidak selaras oleh formasi Tanjung 

Genting (TRt). Formasi Aluvium (Qa) terdapat cukup luas di daerah merupakan bahan 

endapan yang terdiri dari lumpur, liat, pasir, kerikil dan kerakal yang terdapat sebagai 

endapan sungai, endapan rawa dan endapan pantai.   

Berdasarkan data dari peta geologi, sebagian besar tanah-tanah di daerah Bangka 

Selatan terutama tanah yang menempati dataran tektonik struktural berkembang dari 

bahan induk batuan sedimen halus yang berupa batu liat (f) dan batuan sedimen kasar 

yang berupa batu pasir (q). Tanah yang terbentuk dari batuan sedimen ini umumnya 

mem-punyai kandungan kongkresi batu besi (ironstone) yang cukup banyak di dalam 

penam-pang tanahnya. Sebagian tanah terutama pada daerah perbukitan terbentuk dari 

batuan volkan intrusi yang berupa batuan granit. Tanah yang berkembang dari batuan 

granit umumnya mempunyai kandungan pasir kuarsa dengan ukuran kasar yang cukup 
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tinggi. Tanah pada daerah dataran aluvial, pelembahan dan di sekitar jalur aliran sungai 

terbentuk dari bahan aluvium yang terdiri dari bahan endapan liat, pasir dan campuran. 

 

Gambar 2.2.  Peta Geologi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 

 

5) Hidrologi 

Berdasarkan keadaan hidrologi, pada umumnya sungai di daerah Kabupaten 

Bangka Selatan terdiri dari sungai-sungai yang berhulu pada perbukitan dan pegunungan 

serta bermuara di laut. Sungai-sungai besar yang berada di wilayah Bangka Selatan 

antara lain: Sungai Bangka Kota, Sungai Balar, Sungai Ulim, Sungai Nyireh, Sungai 

Gusung, Sungai Bantil, Sungai Kepoh dan Sungai Ketiak. 

Berdasarkan rencana pengembangan kawasan sungai, terdapat 6 daerah aliran 

sungai (DAS) yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Keenam DAS tersebut 

adalah DAS Nyirih, DAS Bangka Kota, DAS Kurau, DAS Balar, DAS Kepoh; dan DAS Bantel. 

6) Klimatologi 

Iklim merupakan salah satu faktor yang menentukan untuk pertumbuhan 

tanaman maupun terhadap faktor lingkungan lainnya. Dalam evaluasi lahan iklim 

menjadi salah satu parameter penentu, selain faktor tanah dan terrain. Sesuai dengan 
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letak geografis, maka Kabupaten Bangka Selatan beriklim Tropis Tipe A dengan variasi 

curah hujan antara 0,8 mm hingga 311 mm ditahun 2014 dengan curah hujan terendah 

pada bulan September. 

Berdasarkan pola curah hujan dan data curah hujan di stasiun pengamat iklim 

Pangkalpinang, menunjukkan bahwa keadaan iklim khususnya curah hujan di Kabupaten 

Bangka Selatan tergolong cukup baik untuk pertumbuhan berbagai komoditi pertanian. 

7) Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan secara umum di wilayah Kab. Bangka Selatan dijelaskan pada 

tabel berikut. 

Tabel 2.2 Luas Lahan Berdasarkan Rencana Peruntukkannya di Kabupaten 

Bangka Selatan (ha) 2014 - 2034. 

No. Jenis Penggunaan Luas Lahan (ha) 

(1) (2) (3) 

1. Kawasan Budidaya  

1.1 Hutan Produksi 106.154,00 

1.2 Hutan Rakyat 23.505,00 

1.3 Kawasan Pertanian  

 Tanaman Pangan 15.869,34 

 Hortikultura 11.979,78 

 Perkebunan 126.634,88 

 Peternakan 15.000,00 

1.4 Kawasan Perikanan 17.374,44 

1.5 Kawasan Pertambangan 16.900,15 

1.6 Kawasan Industri 3.086,00 

1.7 Kawasan Pariwisata 1.540,2 

1.8 Kawasan Pemukiman  

 Perkotaan 3.287,08 

 Perdesaan 1.393,46 

2. Kawasan Lindung  

2.1 Hutan Lindung 28.234,00 

2.2 Kawasan Perlindungan Kawasan Bawahannya  
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 Kawasan Gambut 20.630,00 

 Kawasan Konservasi 1.712 

2.3 Kawasan Perlindungan Setempat (3 Kawasan)* 

2.4 Kawasan Rawan Bencana Alam (5 Kawasan)* 

2.5 Kawasan Lindung Lainnya (8 Kecamatan)* 

 Sumber : RTRW Kab. Bangka Selatan 2014 – 2034, diolah 

Kawasan budidaya pertanian umumnya dikembangkan sebagai perkebunan 

Kelapa Sawit, karet dan Lada, Sedangkan pertanian tanaman pangan banyak diusahakan 

sebagai persawahan padi dan padi ladang. Kawasan perikanan tersebut merupakan 

kawasan perairan laut sebagai kawasan perikanan tangkap. 

8) Potensi Pengembangan Wilayah 

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah Kabupaten Bangka Selatan dapat 

diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan 

produktif, seperti kawasan budidaya pertanian, budidaya perikanan & perikanan 

tangkap, kawasan industri, perdagangan, pariwisata, dan pertambangan. 

a) Potensi Pengembangan Wilayah Pertanian  

Tanaman Pangan 

Pengembangan potensi kawasan tanaman pangan tersebar di seluruh Kecamatan 

di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 15.869,34 hektar yang 

terdiri dari potensi sawah dan peruntukan tanaman pangan lainnya. Secara kewilayahan, 

beberapa kecamatan sangat potensial sebagai sentra produksi pertanian, antara lain: 

 Sentra Produksi Padi (Sawah Dan Ladang) 

Kecamatan Toboali (daerah Rias) merupakan sentra produksi padi, sedangkan 

kecamatan Air Gegas, Simpang Rimba, Pulau Besar dan Payung memiliki potensi 

yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi sentra produksi beras, guna 

mendukung kecamatan Toboali dalam program swasembada beras Kabupaten 

Bangka Selatan. 

 Sentra Produksi Sayuran Dan Buah-Buahan 
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Kecamatan Toboali, Simpang Rimba dan Lepar Pongok menghasilkan produksi 

buah-buahan, sedangkan untuk produksi buah-buahan dihasilkan oleh kecamatan 

Toboali, Simpang Rimba, Lepar Pongok, Tukak Sadai dan  Payung.   

 Sentra Produksi Palawija 

Kecamatan Toboali, Airgegas, Payung, Simpang Rimba, Pulau Besar dan Tukak 

Sadai berpotensi sebagai produksi palawija. 

Berdasarkan data tahun 2013, terjadi peningkatan produksi padi sebesar 21,45 %.  

Namun pada tahun 2014 produksi padi mengalami penurunan sebesar 50,69 %. Trend 

ini mengikuti tren menurunnya lahan panen yang diakibatkan kekeringan pada tahun 

tersebut. Namun pada tahun 2015, produksi padi total meningkat cukup signifikan pada 

angka 23.014 ton atau naik sebesar 164,35 %. Kenaikan ini seiring dengan meingkatnya 

luas panen pada tahun 2015. 

Tabel 2.3. Luas Panen dan Produksi Padi di Kab. Bangka Selatan Tahun 2013 – 2015. 

No Jenis 

2013 2014 2015 

Luas 
Panen 
(Ha) 

Produksi 
(Ton) 

Luas 
Panen 
(Ha) 

Produksi 
(Ton) 

Luas 
Panen 
(Ha) 

Produksi 
(Ton) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Persawahan 3.500 15.690 1.814 6.639 4.768 18.966 

2. Bukan Persawahan 1.088 2.067 1.015 2.067 2.249 4.048 

Jumlah 4.588 17.657 2.829 8.706 7.017 23.014 

Sumber : Bangka Selatan Dalam Angka 2015, SIPD Kab. Bangka Selatan   

Disamping padi, lahan pertanian di Bangka Selatan juga dimanfaatkan untuk 

produksi jagung, ketela pohon dan ubi jalar. Berbeda dengan tren negatif dari padi, 

produksi jagung selama tahun 2014 meningkat menjadi 275,45 ton dari 221,0 ton pada 

2013. Sementara itu, ketela pohon juga mengalami peningkatan produksi menjadi 

1.266,92 ton dan  ubi jalar menjadi 534,11 ton. Pada tahun 2015, penurunan produksi 

terjadi pada ubi jalar sebesar -22,11 %. Hal ini disebabkan oleh luas lahan panen yang 

ikut menyusut sebesar -24,62 %. Ketela pohon dimungkinkan untuk bertambah, baik luas 

lahan panen maupun produksi, ini disebabkan adanya pembangunan pabrik tepung 

tapioca di Pulau Bangka yang berbahan baku ketela pohon. 
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Tabel 2.4. Luas Panen dan Produksi Jagung, Ketela Pohon dan Ubi Jalar di Kab. Bangka 

Selatan Tahun 2013 – 2015. 

No Komoditas 

2013 2014 2015 

Luas 
Panen 
(Ha) 

Produksi 
(Ton) 

Luas 
Panen 
(Ha) 

Produksi 
(Ton) 

Luas 
Panen 
(Ha) 

Produksi 
(Ton) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Jagung 48 221 96,75 275,45 95 302 

2. Ketela Pohon 65 943 76 1.266,92 80 1.456 

3. Ubi Jalar 40 340 65 534,11 49 416,5 

Sumber : Bangka Selatan Dalam Angka 2015, SIPD Kab. Bangka Selatan   

Perkebunan 

Potensi pengembangan kawasan perkebunan juga tersebar di seluruh kecamatan 

di wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Peruntukkan kawasan perkebunan dalam tata 

ruang wilayah Bangka Selatan memiliki luas kurang lebih 126.634,88 ha. Luasan ini 

sebesar 35,1 % dari luas wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Perkebunan sendiri 

merupakan sektor basis utama ekonomi penduduk Bangka Selatan sampai saat ini 

mengingat 44,3 % rumah tangga bermata pencarian di sektor pertanian. 

Tabel 2.5. Luas Lahan dan Produksi Perkebunan Rakyat di Kab. Bangka Selatan Tahun 

2013 – 2015. 

No Jenis 

2013 2014 2015 

Luas 
Lahan  
(Ha) 

Produksi 
(Ton) 

Luas 
Lahan 
(Ha) 

Produksi 
(Ton) 

Luas 
Lahan 
(Ha) 

Produksi 
(Ton) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Lada 21.678 17.153 22.723 17.227 23.368 21.919 

2. Karet 21.059 22.303 22.179 22.303 22.191 15.684 

3. Kelapa Sawit 19.552 96.031 20.223 135.530 20.415 166.749 

Sumber : Bangka Selatan Dalam Angka 2015, SIPD Kab. Bangka Selatan 

Keterangan : *) Angka Sangat Sementara 

  

Lada sebagai salah satu produk unggulan Kabupaten Bangka Selatan memiliki nilai 

ekspor sebesar Rp. 23.120.000.000 atau equivalen dengan 136.100 Kilogram. Tentu nilai 

maupun jumlah ekspor dapat ditingkatkan jika produksi dari lada tersebut tidak 

didistribusi melalui kota ataupun kabupaten lain. Ini memungkinkan jika Pelabuhan 

Sadai menjadi pelabuhan yang memfasilitasi ekspor lada. 
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Kecamatan-kecamatan yang menjadi sentra produksi perkebunan, antara lain : 

 Sentra Produksi Lada 

Kecamatan Air Gegas merupakan daerah dengan produksi lada tertinggi dari 

kecamatan yang lain, sedangkan kecamatan Toboali, Payung, Simpang Rimba dan 

Tukak Sadai dapat dikembangkan sebagai wilayah pendukung produksi lada.  

 Sentra Produksi Karet 

Kecamatan Tukak Sadai, Air Gegas dan Payung merupakan sentra produksi Karet, 

sedangkan Kecamatan Toboali, Pulau Besar dan Simpang Rimba dapat 

dikembangkan sebagai wilayah pendukung produksi karet. 

 Sentra Produksi Kelapa Sawit 

Kecamatan Simpang Rimba dan Pulau Besar merupakan sentra produksi Kelapa 

Sawit, sedangkan Kecamatan Air Gegas, Tukak Sadai, Toboali, dan Lepar Pongok 

dapat dikembangkan sebagai wilayah pendukung produksi Kelapa Sawit. 

 Sentra Produksi Kelapa 

Kecamatan Lepar Pongok merupakan sentra produksi Kelapa, sedangkan 

Kecamatan Pulau besar dan Toboali dapat dikembangkan sebagai wilayah 

pendukung produksi Kelapa. 

b) Potensi Pengembangan Kawasan Perikanan 

Pengembangan potensi perikanan di Kabupaten Bangka Selatan dilakukan dengan 

pendekatan konsep minapolitan. Tujuan nya agar nilai tambah produk perikanan 

semakin meningkat yang pada akhirnya dapat semakin mensejahterakan nelayan. 

Pengembangan kawasan perikanan pada dasarnya terbagi menjadi kawasan 

perikanan tangkap, perikanan budidaya dan kawasan pengolahan hasil perikanan. 

Kawasan perikanan tangkap tersebar di seluruh perairan laut di wilayah Kabupaten 

Bangka Selatan, yaitu di Kecamatan Toboali, Simpang Rimba, Airgegas, Lepar Pongok, 

Pulau Besar, Tukak Sadai, dan Kepulauan Pongok. Kawasan perairan laut wilayah Bangka 

Selatan memiliki luasan ± 1.064.000 Ha.  

Pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, produksi perikanan 

laut Kabupaten Bangka Selatan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2011 merupakan 
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tahun dengan produksi paling rendah jika dibanding tahun berikutnya yang meningkat 

pada angka 18,79 % pada tahun 2012. Produksi perikanan laut memiliki trend positip 

sampai dengan tahun 2013 yang tumbuh sebesar 0,54 % jika dibanding tahun 

sebelumnya. Namun trend positip ini terkoreksi dengan menurunnya produksi pada 

tahun 2013. Penurunan sebesar -12,24 % merupakan penurunan yang sangat signifikan 

dan ekuivalen dengan penurunan sebesar 5.504,13 Ton.  

Turunnya produksi perikanan laut ini menyumbang pada menurunnya PDRB 

Kabupaten Bangka Selatan pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan perikanan 

sebesar 0,23 % pada tahun 2014 jika disbanding dengan tahun 2013 (Tahun dasar 2010). 

Namun produksi hasil perikanan laut kembali terkoreksi dengan tumbuh secara positif 

pada tahun 2015 yakni sebesar 1,68 %. Dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir, 

produksi perikanan laut secara sederhana dapat dilihat pada table 2.6 berikut ini. 

Tabel 2.6.  Produksi Perikanan Laut Kab. Bangka Selatan Tahun 2011 - 2015 

Tahun Produksi (Ton) Pertumbuhan (%) 
2011 37.656,30 - 
2012 44.733,12 18,79 
2013 44.975,30 0,54 
2014 39.471,17 -12,24 
2015 40.133,52 1,68 

     Sumber : Bangka Selatan Dalam Angka 2015 dan SIPD 2016 

Selain kawasan perikanan tangkap, Kabupaten Bangka Selatan juga memiliki 

potensi pengembangan budidaya perikanan. Kawasan ini tersebar disemua kecamatan di 

seluruh wilayah kabupaten.  

Pengembangan kawasan perikanan didukung dengan ketersediaan sarana dan 

prasarana pengembangan kawasan perikanan, antara lain adalah pelabuhan perikanan.  
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Tabel 2.7. Pelabuhan Perikanan di Wilayah Kab. Bangka Selatan Tahun 

2011 - 2031 

No Kecamatan Ketersediaan Pelabuhan 

(1) (2) (3) 

1. Toboali 
PPI Toboali 

TPI Toboali 

2. Tukak Sadai PPI Sadai 

3. Simpang Rimba 
PPI Permis 

TPI Bangka Kota 

4. Lepar Pongok PPI Tanjung Sangkar 

5. Kepulauan Pongok 
TPI Pulau Pongok 

PPI Pulau Pongok 

Jumlah 8 Unit 

Sumber : RTRW Bangka Selatan, 2014 – 2034 

 

c) Potensi Pengembangan Kawasan Pariwisata 

Potensi kawasan pariwisata diwilayah Kabupaten Bangka Selatan meliputi: 

a. Wisata Budaya Ritual Buang Jung terletak di Desa Kumbung & Tj. Sangkar, 

Kecamatan Lepar Pongok, Ritual Hikok Helawang terletak di Desa 

Nyelanding Kecamatan Airgegas, Bedengung dan Irat Kecamatan Payung, 

Ritual Kawin Masal terletak di Desa Serdang Kecamatan Toboali, Ritual 

Rebut  terletak di Kecamatan Toboali, dan Ritual Rebo Kassan terletak di 

Kecamatan Simpang Rimba; 

b. Wisata Alam/Tirta terletak di Air Panas Nyelanding dan Air Terjun Bukit 

Pading di Kecamatan Airgegas, Air Panas Permis dan Bukit Nenek di 

Kecamatan Simpang Rimba, Batu Sumber Air terletak di Desa Penutuk 

Kecamatan Lepar Pongok; 

c. Wisata Bahari terletak di Pantai Gunung Namak, Pantai Kubu, Pantai Batu 

Perahu, Pantai Tanjung Labun dan Pantai Batu Ampar Kecamatan Toboali, 

Pantai Batu Bedaun dan Pantai Sebagin di Kecamatan Simpang Rimba, 

Pantai Batu Tambun, Terumbu Karang Pulau Celagen, Pulau Salma dan 

pulau-pulau sekitarnya, dan Pantai Celagen di Kecamatan Kepulauan 
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Pongok, Pantai Tanjung Tiris, Pulau Tinggi dan pulau-pulau sekitarnya, dan 

Pantai Kumbung di Kecamatan Lepar Pongok, Pantai Tanjung Kemirai dan 

Pantai Tanjung Kerasak di Kecamatan Tukak Sadai dan Pantai Batu 

Betumpang di Kecamatan Pulau Besar; 

d. Wisata Sejarah terletak di Benteng Toboali, Gedung Nasional Suhaili Toha, 

Wisma Samudra Toboali dan Kelenteng Dewi Sin Mu di Kecamatan Toboali, 

Benda sejarah Pergam di Kecamatan Airgegas, Makam Krio Panting di 

Kecamatan Payung, Mercusuar Willem II di Kecamatan Pulau Besar, Makam 

Karang Panjang, Makam jati sari, Makam Ratu Bagus di Kecamatan Simpang 

Rimba, Benteng Penutuk di Kecamatan Lepar Pongok; 

e. Wisata Agro/Perkebunan terletak di Perkebunan Nanas Desa Bikang dan 

Perkebunan Jeruk di Desa Serdang Kecamatan Toboali, Perkebunan Salak di 

Desa Panca Tunggal Kecamatan Pulau Besar, Perkebunan Lada di Desa 

Delas Kecamatan Airgegas. 

 

d) Potensi Pengembangan Kawasan Industri 

Sebagai Kabupaten yang memiliki pulau-pulau kecil yang cukup banyak dan pada 

umumnya membentuk suatu gugusan pulau-pulau yang dikelilingi perairan terumbu 

karang dan dasar perairan dan pantai berpasir putih, kawasan padang lamun pada 

beberapa pulau-pulau kecil serta kondisi arus dan gelombang yang relatif tenang 

merupakan sumber daya ekonomi potensial yang perlu mendapatkan perhatian, 

khususnya untuk kegiatan perikanan budidaya. 

 Kawasan Minapolitan di Saleplia (Sadai, Pulau Lepar, Pulau Liat/Pulau Pongok) 

memiliki potensi pembangunan yang cukup besar karena didukung oleh adanya 

ekosistem dengan produktivitas hayati tinggi seperti terumbu karang, padang lamun, 

rumput Iaut dan hutan bakau. Sumber daya hayati pada kawasan ini memiliki potensi 

keragaman dan nilai ekonomis yang tinggi untuk perikanan budidaya seperti rumput 

laut, kerapu, napoleon, ikan hias, kerang mutiara dan teripang. Selain itu, kawasan ini 

juga memberikan jasa-jasa lingkungan yang tinggi nilai ekonomisnya dan sekaligus 

sebagai kawasan wisata bahari. 
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 Untuk menunjang pelaksanaan Investasi di Bangka Selatan, Pemerintah Kabupaten 

Bangka Selatan telah menyiapkan kawasan perindustrian khusus. Kawasan tersebut 

adalah Kawasan Industri Sadai dan Sekitarnya (KISS). Kawasan tersebut telah ditetapkan 

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Selatan. KIS memiliki 

luas wilayah ± 3.086 Ha dan terletak di Kecamatan Tukak Sadai. Saat ini sudah terdapat 

industri yang beroperasi di KISS. 

 Beberapa peluang investasi yang ditawarkan kepada investor antara lain : 

a. industri galangan kapal 

b. Industri Pengolahan dan pengemasan hasil perikanan tangkap, perikanan budidaya 

dan rumput laut untuk menjadi berbagai macam produk seperti fillet, surimi, ikan 

beku, ikan asap, abon, dendeng, ikan asin, terasi, minyak ikan, makanan ternak, 

gelatin 

c. Industri Jasa 

d. Industri Pariwisata terutama wisata bahari 

e. Pembangunan PLTU atau Pembangkit Listrik lainnya 

f. Budidaya Rumput Laut 

9) Kondisi Wilayah Rawan Bencana 

Wilayah Kabupaten Bangka Selatan juga memiliki beberapa kawasan yang rentan 

terhadap bencana. Kawasan tersebut tersebar dibeberapa kecamatan, antara lain : 

Toboali, Lepar Pongok, Kepulauan Pongok dan Tukak Sadai. Berikut ditampilkan 

informasi wilayah rawan bencana di Kabupaten Bangka Selatan. 

 

Tabel 2.8. Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bangka Selatan 

No Jenis Lokasi 

(1) (2) (3) 

1. Rawan Gelombang Pasang Kawasan Pemukiman Pesisir di Kec. 
Toboali 

Kawasan Pemukiman Pesisir di Kec. Lepar 
Pongok 

Kawasan Pemukiman Pesisir di Kec. 
Kepulauan Pongok 
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Kawasan Pemukiman Pesisir di Kec. Tukak 
Sadai 

2. Rawan Banjir Kawasan Pemukiman Rawabangun di Kec. 
Toboali 

Kawasan Pemukiman di Kec. Pulau Besar 

Sumber : RTRW Bangka Selatan 2011 – 2031. 

10) Kondisi Demografi 

Jumlah penduduk Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2012 sebesar 183.741 

jiwa dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 185.514 jiwa dan menjadi 193.583 jiwa 

pada tahun 2015. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk tahun 2015 sebesar 54 orang 

per km2. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, telah terjadi peningkatan jumlah 

penduduk sebesar sebesar 2,14 % atau sejumlah 3.978 jiwa. Dari seluruh kecamatan, 

kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Tukak Sadai yaitu 94 orang per km2, 

sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Lepar Pongok  yaitu 44 orang per km2.  

Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2015 sebanyak 100.517 jiwa dan penduduk 

perempuan sebanyak 93.066  jiwa. Rasio jenis kelamin tahun yang sama sebesar 108, 

artinya untuk setiap 208 penduduk di Kabupaten Bangka Selatan terdapat 100 penduduk 

perempuan dan 108 penduduk laki-laki. 

Untuk gambaran yang lebih lengkap tentang jumlah penduduk Kabupaten Bangka 

Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.9. 

Tabel 2.9.  Jumlah Penduduk dan Kepadatan di Kab. Bangka Selatan Tahun 2015. 

No. Kecamatan 
Luas 

Daerah 
(km2) 

Laki-laki Perempuan Jumlah 
Rata-rata 
penduduk 

per km2 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Toboali 1.460,34 38.745 36.173 74.918 51 
2 Air Gegas 853,63 21.926 20.288 42.214 49 
3 Payung 372,95 10.687 9.914 20.601 55 
4 Sp. Rimba 362,30 12.013 11.222 23.235 64 
5 Lepar Pongok 172,31 3.948 3.612 7.560 44 
6 Tukak Sadai 126,00 6.227 5.688 11.915 94 
7 Pulau Besar 169,87 4.496 3.907 8.403 49 
8 Kep. Pongok 89,67 2.475 2.262 4.737 53 

Jumlah 3.607,08 100.517 93.066 193.583 54 
Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Sebesar 1,0 % 

Sumber : BPS Kab. Bangka Selatan 
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Komposisi penduduk tahun 2015 masih didominasi oleh kelompok umur usia 

produktif yaitu penduduk berusia 15 - 65 tahun. Kondisi penduduk berdasarkan 

kelompok umur di Kabupaten Bangka Selatan menunjukkan 126.992 jiwa atau 67,02 % 

dari jumlah penduduk Bangka Selatan adalah penduduk usia produktif. Hal ini sangat 

menguntungkan bagi pembangunan wilayah Bangka Selatan karena salah satu modal 

utama pembangunan adalah sumber daya manusia (SDM), baik kuantitas maupun 

kualitasnya. Sedangkan untuk Rasio Ketergatungan adalah 49. Berikut ditampilkan 

komposisi struktur penduduk Bangka Selatan tahun 2015. 

Tabel 2.10. Komposisi Struktur Penduduk Kab. Bangka Selatan Tahun 2015 

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Usia Belum Produktif (0 –  15) 29.606 28.284 57.890 29,90 % 

Usia Produktif (15 – 65) 67.971 61.761 129.732 67,02 % 

Usia Tidak Produktif (65 +) 2.940 3.021 5.961 3,08 % 

Jumlah 100.517 93.066 193.583 100 % 
Sumber : BPS Kab. Bangka Selatan. 

 

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. 

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan 

gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu  terhadap 

kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan 

ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. 

Pada sub ini akan memberikan gambaran tentang kondisi kesejahteraan 

masyarakat Bangka Selatan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek 

kesejahteraan masyarakat selama periode 2010 – 2015 yang mencakup kesejahteraan 

dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga. 

2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Bangka Selatan 

selama periode tahun 2011 - 2015 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju 

inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, indeks 
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ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), persentase penduduk di atas 

garis kemiskinan, dan angka kriminalitas yang tertangani.  

Perkembangan kinerja pembangunan pada kesejahteraan dan pemerataan 

ekonomi  adalah sebagai berikut : 

A. Pertumbuhan PDRB 

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 

merupakan salah satu indikator penting untuk melihat seberapa besar pertumbuhan 

ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui 

kondisi perekonomian  secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor 

ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah.   

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2015 

mengalami sedikit koreksi dibandingkan tahun 2014. Berdasarkan penghitungan PDRB 

atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015 dengan migas 

sebesar 4,32 %, terkoreksi sebesar 0,08 %. 

Tabel 2.11. Pertumbuhan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kab. Bangka 

Selatan Tahun 2011 s/d 2015. 

Tahun 
PDRB ADHB 

(Rp. Juta) 

Pertumbuhan  
 PDRB ADHB 

(%) 

PDRB ADHK  
(Rp. Juta) 

Pertumbuhan PDRB 
ADHK 

(Pertumbuhan 
Ekonomi) % 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2011 4.741.368 13,72 4.437.323 6,42 

2012 5.276.994 11,30 4.646.026 4,70 

2013* 5.820.036 10,29 4.852.873 4,45 

2014** 6.429.776 10,48 5.066.395 4,40 

2015*** 7.104.902 10,50 5.280.703 4,32 

               Sumber : PDRB Kab. Bangka Selatan 2015. 

           Catatan : * Angka Sementa  ** Angka Sangat Sementara *** Proyeksi Tim Penyusun 

 

 Jika dilihat lebih mendetail secara sektoral, pertumbuhan ekonomi tertinggi 

terjadi pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang yakni 

rata-rata sebesar 39,54 %. Selain itu, pertumbuhan signifikan juga terjadi pada sektor 

pengadaan listrik dan gas serta sector jasa keuangan dan asuransi yang rata-rata tumbuh 
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sebesar 12,77 % dan 11,95 % per tahun. Sedangkan pertanian yang menjadi sektor 

unggulan di Kab. Bangka Selatan tumbuh pada angka 7, 06 % per tahun.  

Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan Sektoral Kab. Bangka Selatan Tahun 2011 - 2015 

Sektor 2011 2012 2013 2014 2015* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  7,62 10,37 6,74 3,49 2,50 

Pertambangan dan Penggalian 3,57 -3,06 -0,22 5,02 2,20 

Industri Pengolahan 4,90 4,12 3,76 -0,73 2,73 

Pengadaan Listrik, Gas 17,38 11,37 8,47 13,63 10,33 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah, dan Daur Ulang 

107,31 27,39 12,08 11,37 12,00 

Konstruksi 9,88 8,34 6,79 5,02 4,12 

Perdagangan Besar dan Eceran; dan 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

6,67 4,93 4,76 3,37 3,09 

Transportasi dan Pergudangan 3,78 9,17 7,74 6,29 6,00 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,64 9,33 6,71 5,67 5,01 

Informasi dan Komunikasi 8,21 7,31 5,75 6,65 6,00 

Jasa Keuangan dan Asuransi 16,87 13,41 8,63 8,89 8,16 

Real Estate 7,14 12,11 7,11 6,99 6,80 

Jasa Perusahaan 9,69 8,32 5,98 5,90 5,80 

Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, 
dan Jaminan Sosial 

11,85 4,23 9,78 7,89 7,65 

Jasa Pendidikan 8,89 8,34 7,86 7,92 8,70 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,03 6,33 5,49 6,56 7,09 

Jasa Lainnya 10,39 9,60 5,93 6,67 6,67 

PDRB Dengan Migas 6,42 4,70 4,45 4,40 4,32 

PDRB Tanpa Migas 6,98 5,26 4,46 4,33 4,19 

Sumber : BSDA Kab. Bangka Selatan, 2015 

B. Laju Inflasi 

Inflasi merupakan indikator tingkat kenaikan harga-harga secara umum dalam 

suatu daerah pada rentang waktu tertentu. Inflasi yang tidak terkendali mengakibatkan 

labilnya perekonomian sedangkan inflasi yang terlalu tinggi akan menggerus 

kemampuan daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya akan menurunkan tingkat 

kesejahteraan masyarakat. 
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Ada beberapa faktor yang menyebabkan inflasi, antara lain : a). Kenaikan 

permintaan beberapa jenis barang secara agregat. Contohnya permintaan sembako pada 

saat hari-hari besar keagaaman, b). Kenaikan biaya produksi akibat dari naiknya harga 

bahan-bahan baku, seperti naiknya upah buruh dan naiknya harga bahan bakar minyak., 

c). Kenaikan jumlah uang beredar, sedangkan jumlah barang tetap. Hal ini dapat dilihat 

saat petani sedang panen dan berhasil menjual hasil panennya. 

Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dapat dibagi mejadi beberapa jenis, 

antara lain : a). inflasi ringan, yakni inflasi yang berada di bawah 10 % pertahun, b). 

inflasi sedang, antara 10 %-30 %, c). inflasi berat, antara 30 %-100 %, dan d). 

hiperinflasi, yakni inflasi di atas 100 % pertahun.  

Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi di Kabupaten Bangka Selatan masih 

berada pada posisi inflasi ringan. Jika merujuk pada table 2.31., inflasi di Kabupaten 

Bangka Selatan memiliki rata-rata 5,80 % dikurun waktu 2011-2015 dengan inflasi 

tertinggi di tahun 2014 dan terendah di tahun 2015. 

Tabel 2.13. Tingkat Inflasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011-2015 

Uraian 2011  2012 2013 2014 2015* Rata-Rata 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Inflasi (%) 5,72 5,85 6,11 6,81 4,87 5,87 
Sumber : BPS Kab. Bangka Selatan 

Penyumbang tingkat inflasi di Kabupaten Bangka Selatan antara lain adalah harga 

pangan. Harga pangan menjadi penyumbang inflasi di karenakan kabupaten Bangka 

Selatan belum mampu berswasembada, walaupun beberapa jenis pangan, seperti beras, 

sayur mayur, cabe dan sebagainya sudah mampu di hasilkan sendiri. Keterbatasan suplai 

bahan pangan ini disebabkan antara lain oleh faktor cuaca yang menghambat distribusi 

ke toboali. Hal ini terjadi karena pelabuhan Pangkal Balam di Kota Pangkalpinang masih 

menjadi pintu masuk berbagai jenis bahan pangan di Pulau Bangka. Dengan 

ditetapkannya Kawasan Industri Sadai dan Sekitarnya, diharapkan kedepannya, 

Pelabuhan Sadai dapat menjadi pintu masuk impor berbagai jenis barang, termasuk 

bahan pangan ke Pulau Bangka. Terpangkasnya jarak dan waktu distribusi melalui 

transportasi laut akan menurun secara siginifikan jika dibanding harus masuk ke Pangkal 

Balam dari Tanjung Priok. Jarak yang lebih dekat antara Pelabuhan Sadai dengan Tanjung 
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Priok akan memangkas biaya transportasi yang di dalamnya termasuk bahan bakar 

minyak dan kru kapal. Dengan demikian diharapkan harga produk, baik pangan dan non 

pangan akan turut turun (biaya produksi turun). Rata-rata waktu yang dibutuhkan dari 

Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Pangkal Balam adalah 23 jam, sedangkan dari 

Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Sadai adalah 9 jam. 

 

C. PDRB per Kapita 

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro yang sering digunakan 

dalam mengukur kemakmuran serta produktifitas penduduk secara rata-rata di suatu 

wilayah.  PDRB Per Kapita Kab Bangka Selatan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 

2010 hanya sebesar Rp. 24,03 Juta menjadi Rp. 26,74 Juta pada tahun 2014. 

Perkembangan PDRB per kapita serta Pendapatan Per Kapita  Penduduk Kabupaten 

Bangka Selatan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.14. PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 – 2015 (Rp. Juta) 

Uraian 2011  2012 2013 2014 2015* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

PDRB Per Kapita 25,00 25,61 26,16 26,74 27,25 

Sumber : BPS Kab. Bangka Selatan 

 

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial  

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator 

angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka 

pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, 

angka usia harapan hidup, dan rasio penduduk yang bekerja. 

 

a. Pendidikan 

a.1. Angka Melek Huruf (AMH) 

Menurut BPS, Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 

tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau lainnya serta mengerti 

sebuah kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Angka Melek Huruf (AMH) 
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didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca 

dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. 

Tabel 2.15.  Angka Melek Huruf Kab. Bangka Selatan Tahun 2011 s/d 2015. 

Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Angka Melek Huruf 93,66 93,68 94,60 95,56 96,07 

         Sumber : BPS Kab. Bangka Selatan 

Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran 

berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, di 

mana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, 

menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas. 

Banyak analis kebijakan menganggap angka melek aksara adalah tolak ukur 

penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. 

Hal ini didasarkan pada pemikiran yang berdalih bahwa melatih orang yang mampu 

baca-tulis jauh lebih murah daripada melatih orang yang buta aksara, dan umumnya 

orang-orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan 

prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Argumentasi para analis kebijakan ini juga 

menganggap kemampuan baca-tulis juga berarti peningkatan peluang kerja dan akses 

yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi. 

 

a.2. Rata-rata lama sekolah 

Rata-rata Lamanya Sekolah atau Mean Years of Schooling adalah sebuah angka 

yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang mulai dari masuk sekolah dasar (SD) 

sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Rata-rata Lama Sekolah diukur untuk 

melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. 

Tabel 2.16. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kab. Bangka Selatan Tahun 2011 - 2015. 

Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Rata-rata Lama Sekolah 5,39 5,44 5,83 5,87 5,88 

Sumber : BPS Kab. Bangka Selatan 

Rata-rata Lama sekolah Kabupaten Bangka Selatan naik pada tahun 2015 jika 

dibanding tahun sebelumnya, yakni 5,88 tahun. Secara umum berdasarkan data 
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terakhir, masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan rata-rata bersekolah belum sampai 

kelas 6 SD. Hal ini tentu akan menjadi perhatian khusus dalam rangka meningkatkan 

sumber daya manusia yang terdidik secara formal. 

a.3. Angka Partisipasi Murni (APM) 

Perkembangan APM Kabupaten Bangka Selatan dalam kurun waktu  tahun 

terakhir tersaji pada tabel 2.12 berikut ini. 

Tabel 2.17.  Angka Partisipasi Murni Kab. Bangka Selatan Tahun 2011 - 2015. 

Tingkat Pendidikan 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

SD/MI/SDLB/Paket A 93,11 93,11 83,40 94,09 93,72 

SMP/MTs/Paket B 55,33 55,33 60,50 71,49 63,70 

SMA/MA/SMK/Paket C 36,61 36,61 34,35 42,31 44,78 

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Bangka Selatan, SIPD Kab. Bangka Selatan 2016 

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat 

memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, 

berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Merujuk pada table 2.17, 

APM di Kabupaten di Bangka Selatan belum ada yang memenuhi sampai dengan 100%. 

Salah satu factor APM Bangka selatan yang masih rendah, terutama pada tingkat SMP 

Sederajat dan SMA sederajat adalah angka melanjutkan jika dibanding dengan angka 

kelulusan. 

a.4. Angka Partisipasi Kasar (APK) 

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat 

pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun 

atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan 

tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang 

pendidikan tertentu. 
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Tabel 2.18. Angka Partisipasi Kasar Kab. Bangka Selatan Tahun 2011 - 2015. 

Pendidikan 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

PAUD/TK 25,30 25,30 43,99 52,18 52,18 

SD/Sed. 109,33 109,33 93,47 114,75 115,10 

SMP/Sed. 75,00 75,00 78,50 96,43 94,37 

SMA/Sed. 53,67 53,67 48,57 71,83 74,72 

   Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Bangka Selatan, SIPD Kab. Bangka Selatan 

APK yang tinggi tentu menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa 

memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK 

mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah 

belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Selain itu juga dapat 

menunjukkan bahwa wilayah/negara tersebut mampu menampung penduduk usia 

sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. 

a.5. Angka Pendidikan Ditamatkan (APT)  

Angka Pendidikan Ditamatkan (APT) adalah rasio jumlah penduduk yang telah 

menyelesaikan pendidikannya pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di 

sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah 

terhadap jumlah penduduk keseluruhan. 

Tabel 2.19.   Perkembangan Angka Pendidikan Ditamatkan Kab. Bangka Selatan 

Tahun 2011 – 2015. 

Tingkat Pendidikan 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

SD/Sed. 33,09 33,89 40,52 15,45 16,22 

SMP/ Sed. 13,34 13,78 9,90 26,17 23,77 

SMA/ Sed. 8,83 8,94 9,02 22,54 17,09 

   Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Bangka Selatan. 
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b. Kesehatan  

b.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) 

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi 

masyarakat dimana angka kelangsungan hidup bayi itu dihitung. Angka kelangsungan 

hidup bayi dihitung berdasarkan jumlah bayi yang hidup per 1000 kelahiran hidup. 

Tabel 2.20. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kab. Bangka Selatan 2011 - 2015. 

Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Angka Kelangsungan Hidup Bayi 992,3 992,4 992,0 999,0 994,8 

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan    

Data diatas menunjukkan bahwa ada kecenderungan peningkatan angka kelangsungan 

hidup bayi selama periode tahun 2011 – 2015. 

b.2. Usia Harapan Hidup  

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata 

penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka 

harapan hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani 

oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu, dalam 

situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.Angka harapan hidup saat 

lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu 

tahun tertentu. 

Tabel 2.21. Angka Harapan Hidup (tahun) Kab. Bangka Selatan 2011 - 2015. 

Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Angka Harapan Hidup 66,31 66,41 66,51 66,56 66,86 
 

Sumber : BPS Kab. Bangka Selatan     

Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 AHH penduduk Kabupaten Bangka 

Selatan terus mengalami peningkatan yaitu 66,31 tahun menjadi 66,86 tahun. Secara 

agregat walaupun peningkatannya cukup lambat, hal ini mengindikasikan kesejahteraan 

dibidang kesehatan semakin membaik. 
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b.3. Persentase Balita Gizi Buruk  

 Peningkatan ini dimungkinkan terjadi sebagai akibat pengolahan data 

pemantauan status gizi sudah menggunakan software sehingga hasilnya dapat lebih 

akurat. Berikut Tabel Persentase Gizi Buruk di Kab. Bangka Selatan. 

Tabel 2.22. Persentase Balita Bergizi Buruk di Kab. Bangka Selatan 2011-2015 

Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015*) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Persentase Balita Bergizi Buruk 0,06 0,07 0,05 0,026 0,065 

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan. 

c. Kemiskinan 

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin 

terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. 

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk 

memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang 

dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. 

Tabel 2.23. Persentase Penduduk Miskin Kab. Bangka Selatan 2011 - 2015 

Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Persentase Penduduk Miskin 4,23 4,41 4,01 3,87 3,74 

Sumber : BPS Kab. Bangka Selatan   

Berdasarkan tren perubahan angka kemiskinan diatas, terlihat bahwa persentase 

penduduk miskin terus mengalami penurunan, bahkan menjadi 3,74 % pada tahun 2015. 

d. Kepemilikan Tanah 

Persentase lahan bersertifikat merupakan salah tolak ukur kinerja pembangunan 

urusan pertanahan. Persentase luas lahan bersertifikat dihitung dari luas lahan yang 

bersertifikat dibagi dengan luas lahan kabupaten dikali 100 %. 
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Tabel 2.24. Luas Lahan Bersertifikat di Kab. Bangka Selatan Tahun 2011 - 2015. 

Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Persentase Lahan Bersertifikat 0,07 5,14 6,17 6,17 6,24 

Sumber : BPN Perwakilan Kab. Bangka Selatan. 

e. Kesempatan kerja 

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan 

kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi 

dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat 

menyerap pertambahan angkatan kerja. 

Tabel 2.25.  Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Penduduk 15 tahun 
Keatas Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2015. 

No. Uraian 
Tahun 

2013 2014 2015* 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Angkatan Kerja yang Bekerja 82.783 88.700 91.819 

2. Pencari Kerja 1.377 1.083 1.002 

3. Jumlah Angkatan Kerja 84.116 89.823 92.811 

4. TPAK 63,47 67,12 70,32 

5. Tingkat Pengangguran (%) 1,64 1,21 2,1 

     Sumber: BSDA Kab. Bangka Selatan 2015 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa di Kab. Bangka Selatan tingkat 

pengangguran berada pada angka 1,64% untuk tahun 2013 dan 2,1% untuk tahun 2015. 

Angka-angka ini jika dibandingkan. Secara regional di Prov. Kepulauan Bangka Belitung 

merupakan angka-angka terkecil. Rata-rata untuk untuk tingkat pengangguran tingkat 

provinsi adalah 3,70% untuk tahun 2013 dan 5,14% untuk tahun 2014. 

f. Kriminalitas  

Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat 

penegak hukum. Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal 

yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. 
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Tabel 2.67.  Angka Kriminalitas Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 

Kasus Kejadian 

(1) (2) 

Pembunuhan 3 

Penculikan 2 

Pencurian 105 

Kasus Seksual/KDRT 17 

Penganiayaan 31 

Penipuan 16 

Penyelundupan 0 

Kejahatan terhadap kepala Negara 0 

Jumlah 174 

Sumber: Kepolisian Resort Kab. Bangka Selatan  

Angka Kriminalitas Penduduk Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 sebesar 

8,99 Per 10.000 Penduduk. 

g. Seni Budaya dan olahraga  

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan 

kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran 

pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu mewujudkan 

bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan 

sejahtera. Selanjutnya penyajian pencapaian pembangunan seni, budaya, dan olahraga 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.27.  Jumlah Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan Tahun 
2011 – 2015. 

No. Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 

Penduduk 
16 12 13 13 16 

2 
Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 

Penduduk 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Jumlah Klub Olahraga Per 10.000 Penduduk 338 338 339 339 325 

4 
Jumlah Gedung Olah Raga Per 10.000 

Penduduk 
0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bangka Selatan 
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2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM. 

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 

a. Pendidikan 

Pembangunan sektor pendidikan semakin penting dengan ditetapkannya titik 

berat pembangunan daerah pada bidang ekonomi yang diiringi oleh peningkatan sumber 

daya manusia (SDM).  Indikator yang digunakan untuk melihat kondisi pelayanan umum 

dalam dunia pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan adalah : 

a.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia 

sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia 

muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah 

murid lebih menunjukan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap 

jenjang sekolah.  

APS Kabupaten Bangka Selatan untuk 5 tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut  

ini. 

Tabel 2.28.  Angka Partisipasi Sekolah Kab. Bangka Selatan Tahun 2011 – 2015. 

No. Tingkat Pendidikan 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. SD/Sed. 93,92 93,11 83,40 114,44 115,09 

2. SMP/Sed. 71,75 55,33 60,50 96,43 94,37 

3. SMA/Sed. 33,57 36,61 34,35 71,85 74,71 

Sumber: Dinas Pendidikan Kab.Bangka Selatan 

APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam 

mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut 

terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.  
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a.2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah 

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 

10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengidentifikasi kemampuan 

untuk menampung semua penduduk usia sekolah. 

 Tabel 2.29. Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kab. Bangka Selatan Tahun 

2011 - 2015. 

Tingkat Pendidikan 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

SD/Sed. 40,05 42,00 33,54 40,57 43,57 

SMP/Sed. 35,56 32,00 39,40 38,41 34,31 

SMA/Sed. 20,30 20,00 22,39 23,42 22,96 

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Bangka Selatan 

Rasio Ketersediaan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B tahun 2011 

sebesar 35,56 dan mengalami peningkatan menjadi 34,31 pada tahun 2015. Sedangkan 

daya tampung untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK/Paket C mengalami kenaikan 

pada tahun 2015 sebesar 22,96 dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 20,30. 

a.3. Rasio Guru/Murid 

Rasio murid terhadap guru (RMG) digunakan untuk menggambarkan beban kerja 

guru dalam mengajar serta untuk melihat tingkat mutu pengajaran di kelas, karena 

semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin kurang tingkat pengawasan atau perhatian 

guru terhadap murid, sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Kondisi 

RMG tahun 2011 - 2015 tersaji pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.30. Rasio Guru Murid di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 - 2015. 

Tingkat Pendidikan 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (3) (4) (5) (6) (7) 

SD/Sed. 14 14 14 20 19 

SMP/Sed. 13 13 13 17 16 

SMA/Sed. 12 12 12 14 11 

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Bangka Selatan   
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Secara keseluruhan Rasio murid per guru dari kurun waktu tahun 2011-2015 

sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disyaratkan Kemendikbud 

yaitu 1 guru melayani 15 – 30 murid per kelas untuk jenjang SD/MI, untuk SMP/MTs 1 

guru melayani 12 – 25 murid per kelas, sedangkan rasio murid per guru untuk jenjang 

SMA/SMK/MA yaitu 1 guru melayani 10 – 25 murid per kelas. 

b. Kesehatan 

b.1. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) per Satuan Balita 

Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam 

pelayanan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh 

masyarakat, dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta Pembinaan teknis 

dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk 

pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Untuk menghitung rasio posyandu per 

satuan balita dapat disusun tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.31. Rasio Posyandu Balita di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 - 2015. 

Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) 

Rata-rata Balita Per Posyandu 169 165 171 177 168 

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan    

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa rasio pasyandu balita cenderung stagnan 

dan belum memenuhi standar rasio ideal. 

b.2. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) 

Tabel 2.32. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupa Bangka Selatan Tahun 2011 - 

2015. 

Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Rata-rata Penduduk Per Puskesmas 22.415 19.710 20.990 21.631 21.509 

Poliklinik 0 0 0 0 0 

Rata-rata Penduduk Per Pustu 5.372 5.949 6.514 7.210 7.169 

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan    
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Berdasarkan Tabel 2.32 terlihat bahwa Rasio Puskesmas terhadap jumlah 

penduduk Tahun 2015 masih cukup tinggi yaitu 21.509, artinya satu Puskesmas 

melayani 21.509 orang penduduk per tahun. Sedangkan rasio Pustu Tahun 2015 sudah 

lebih memadai, Setiap Pustu hanya melayani 6.514 orang penduduk. Beban pelayanan 

puskesmas pada tahun berikutnya, yakni 2014 dan 2015 kian bertambah masing-masing 

menjadi 21.631 dan 21.509 untuk puskesmas serta 7.210 dan 7.169 untuk Pustu. 

b.3. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk 

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 

penduduk.  

Tabel 2.33. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kabupaten Bangka Selatan 

Tahun 2011 - 2015. 

Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Rasio rumah sakit per 10.000 penduduk 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan    

Berdasarkan kondisi yang ada sekarang ini, di Kabupaten Bangka Selatan baru ada 

satu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), maka rasio rumah sakit per 

satuan penduduk tahun 2015 Kab. Bangka Selatan adalah 0,05.   

b.4. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk 

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang 

dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan 

dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter 

melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum 

memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi 

dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. 

Untuk menghitung rasio dokter per satuan penduduk dapat disusun tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.34. Rasio Dokter Umum Per Penduduk di Kab. Bangka Selatan Tahun 2011 - 

2015. 

Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Rasio Dokter Umum Per Penduduk 6.390 6.390 8.995 7.210 6.050 

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan    

Berdasarkan tabel 2.32 terlihat bahwa 1 orang dokter di Bangka Selatan pada 

tahun 2011-2015 melayani 6.050 orang penduduk pada tahun 2015. Kondisi ini melebihi 

2 kali lipat dari standar sistem pelayanan kesehatan terpadu dimana 1 orang dokter 

idealnya melayani 2.500 orang penduduk.  

b.5. Rasio Keteknisan Medis Per Satuan Penduduk 

Rasio keteknisan medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar 

ketersediaan tenaga teknis kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. 

Tabel 2.35. Rasio Keteknisan Medis Per Penduduk di Kab. Bangka Selatan Tahun 2011 - 2015. 

Indikator Kinerja Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Rasio Keteknisan Medis Per Penduduk 4.632 4.540 5.247 5.726 5.350 

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan    

 

Berdasarkan tabel 2.33 dapat dilihat rasio tenaga medis per satuan penduduk. 

Kondisi ini masih belum memenuhi standar sistem pelayanan kesehatan terpadu dimana 

1 orang tenaga medis idealnya melayani 2.500 orang penduduk.  Dari tahun 2011-2015, 

1 tenaga medis melayani dua kali lipat dari SPM ideal. 

 

c.  Lingkungan Hidup 

c.1 Luas lahan Kritis 

Lahan kritis adalah lahan yang tidak produktif. Meskipun dikelola, produktivitas 

lahan kritis sangat rendah, bahkan dapat terjadi hasil produksi yang diterima jauh lebih 

sedikit daripada biaya produksinya. Lahan kritis bersifat tandus, gundul, dan tidak dapat 

digunakan untuk usaha pertanian, karena tingkat kesuburannya sangat rendah. 
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Luas lahan kritis (diluar kawasan hutan) di Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 

2015 dapat dilihat pada table berikut ini: 

Tabel 2.36. Luas Lahan Kritis (diluar kawasan hutan) di Kab. Bangka Selatan 

No. Kecamatan Luas Lahan (Ha)  Luas Lahan Kritis (Ha) 
(1) (2) (3) (4) 

1 Toboali  146.034 12.728,50 

2 Air Gegas 85.364 12.371,90 

3 Payung 37.295 13.695,64 

4 Simpang Rimba 36.230 14.074,19 

5 Lepar Pongok 26.198 0 

6 Tukak Sadai 16.987 3.115,15 

7 Pulau Besar 12.600 1.704,09 

Jumlah 360.708 57.689,47 

Sumber: Status Lingkungan Hidup Kab. Bangka Selatan tahun 2015 

c.2 Persentase penduduk berakses air minum 

Persentase penduduk berakses air minum dapat disusun tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.37. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kab. Bangka Selatan Tahun 2011 - 2015 

Indikator Kinerja Tahun 
2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak 34,24 61,60 62,88 66,67 67,48 

Sumber : Dinas PU Kab. Bangka Selatan    

Persentase penduduk berakses air minum adalah proporsi jumlah penduduk yang 

mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Hal yang 

dimaksud dengan akses air bersih adalah meliputi air minum yang berasal dari air 

mineral, air leding (PAM), pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah 

yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal. 

D. Sarana dan Prasarana Umum 

d.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 

Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang 

rusak, rusak dan rusak berat.  
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Tabel 2.38. Persentase Panjang Jalan Kabupaten Berkondisi Baik Kab. Bangka Selatan Tahun 2011 

– 2015 

Indikator Kinerja Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Persentase Jalan Berkondisi Baik 35,20 39,03 44,50 53,26 58,24 

Sumber : Dinas PU Kab. Bangka Selatan, SIPD Kabupaten Bangka Selatan (data diolah)    

Persentase jalan berkondisi baik di Kabupaten Bangka Selatan memiliki tren 

positif dari tahun ke tahun. Ini dapat dilihat pada table di atas. Pada tahun 2011, 

persentase jalan hanya pada 35,20 % yang kemudian setiap tahun mengalami kenaikan 

menjadi 58,24 % tahun 2015. 

d.1.1 Rasio Jaringan Irigasi 

Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya 

yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, 

pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional 

dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. 

Untuk menghitung Rasio perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas 

lahan budidaya dapat disusun tabel sebagai berikut : 

Tabel 2.39. Rasio Jarigan Irigasi Menurut Kecamatan Kab. Bangka Selatan Tahun 2014-2015 

No Kecamatan 

 Panjang 
Jaringan Irigasi  

 Total  
 Luas 

Lahan 
Budidaya  

 Rasio  

 Panjang Jaringan 
Irigasi   Total  

  

 Luas 
Lahan 

Budidaya  
 Rasio  

2014  2015  

P S T P S T 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 Toboali -  - - -          1.840   -  -  -  -  -             2.694   -  

2 Air Gegas -  600  - 600          1.075    55,81  - 900  -  900             1.082  83,18  

3 Payung -  -  -  -  300            -  -  -  -  -                529  -  

4 Sp. Rimba -  -  -  -          1.350              -  1.500  -  -  1.500             1.510  99,34  

5 Lepar Pongok -  -  -  -                25              -  -  -  -  -                  25  -  

6 Tukak Sadai -  -  -  -                   -              -  -  -  -  -                      -  -  

7 Pulau Besar -  -  -  -          1.800              -  -  -  -  -             1.800    

8 Kep. Pongok -  -  -  -                   -              -  -  -  -  -                      -  -  

Jumlah -  600  -  600          6.390  9,39  1.500  900  -  2.400  7.640  31,41  

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan 
Catatan : P = Primer; S =Sekunder; T = Sekunder 

Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas 

lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier.  Hal 

ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. 
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d.1.2 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk 

memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 

a. Fasilitas Air bersih 

b. Pembuangan Tinja 

c. Pembuangan air limbah (air bekas) 

d. Pembuangan sampah 

Hasil analisis data rumah tinggal berakses sanitasi disajikan dalam tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 2.40. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kab. Bangka Selatan Tahun 2011 – 2015 

Indikator Kinerja Tahun 
2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (5) 

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 75,41 72,61 77,00 74,49 82,73 

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan  

 

d.1.3 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 

 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah 

daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk, dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Tabel 2.41. Rasio Tempat Penampungan Sementara Per Penduduk Kab. 
Bangka Selatan Tahun 2011 – 2015. 

 

  

Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Rasio TPS Per Penduduk 0.024 0.063 0,035 0,057 0,31 

Sumber : Dinas PU Kab. Bangka Selatan, SIPD Kab. Bangka Selatan (data diolah)    

 

e. Perhubungan  

e.1 Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis 

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau 

danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang dari 
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dan ke pelabuhan laut tersebut. Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana 

transportasi darat untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, 

perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan 

pemberangkatan kendaraan umum. 

  Tabel 2.42. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Menurut Kecamatan di Kab. 
Bangka Selatan Tahun 2011 – 2015. 

No. Indikator Kinerja Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3 (4) (5) (6) (7) 

1 Jumlah Pelabuhan Laut 1 1 1 1 1 

2 Jumlah Pelabuhan Udara 0 0 0 0 0 

3 Jumlah Terminal Bis 1 1 1 1 1 

Jumlah 2 2 2 2 2 

Sumber:Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Bangka Selatan  

 

f. Penanaman Modal 

g.1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 

Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor 

PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif 

berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan. Untuk menghitung 

jumlah investor PMDN/PMA dapat disusun table sebagai berikut: 

Tabel 2.43. Jumlah Investor PMDN/PMA Kab. Bangka 
Selatan Tahun 2011 – 2015 

Tahun Uraian PMDN PMA Total 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2011 Jumlah Investor 2 5 7 

2012 Jumlah Investor 2 5 7 

2013 Jumlah Investor 4 9 13 

2014 Jumlah Investor 3 5 8 

2015 Jumlah Investor 7 2 9 

Sumber: SIPD Tahun 2015 

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan 

ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan investor 

untuk meningkatkan investasinya di daerah. 
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g.2.     Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan 

jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang 

telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi 

PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung 

dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan. 

Untuk menghitung nilai PMDN/PMA dapat disusun tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.44. Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA Kab. Bangka Selatan Tahun 2011 - 2015 

Tahun 
Persetujuan 

Jumlah Proyek Nilai Investasi 

(1) (2) (3) 

2011 7 1.439.888.680.000 

2012 7 1.468.537.680.000 

2013 12 627.967.268.995 

2014 8 2.441.657.521.303 

2015 9 642.959.837.849 

Sumber: SIPD Kabupaten Bangka Selatan 

 

Semakin banyak nilai realisasi investasi maka akan semakin menggambarkan 

ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan investor 

untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan 

menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor 

untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan. 

 

f.3.      Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja 

bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Semakin 

besar rasio daya serap tenaga kerja pada PMA dan PMDN akan mencerminkan besarnya 

daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu 

daerah. 
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Tabel 2.45. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 - 

2015 

Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 29,00 29,00 30,0 30,0 30,0 

 

H.  Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) 

h.1 Persentase koperasi aktif 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum 

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus 

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif 

adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota 

Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.  

Tabel 2.46. Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 – 2015 

Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Persentase Koperasi Aktif 65,22 68,00 75,61 77,27 79,38 

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Bangka Selatan, SIPD Kab. Bangka Selatan (data 

diolah)  

Persentase koperasi aktif cenderung naik setiap tahun. Hal ini disebabkan oleh 

naiknya jumlah koperasi yang beroperasi di Kabupaten Bangka Selatan. Semakin besar 

jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki 

daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi. 

h.2.     Jumlah UKM non BPR/LKMUKM 

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha 

menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 
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cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan. 

Menghitung jumlah UKM non BPR/LKM UKM dilakukan dengan mengisi tabel 

berikut: 

Tabel 2.47. Jumlah UKM non BPR/LKM Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 – 2015 

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Jumlah Seluruh UKM 68.137 68.137 68.137 46.077 10.275 

Jumlah BPR/LKM 10 189 189 189 31 

Jumlah UKM non BPR/LKM 68.127 67.948 67.148 45.888 10.244 

Sumber : SIPD Kab. Bangka Selatan 

Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar 

kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi 

daerah melalui UKM. 

Jika dilihat pada tabel di atas, jumlah UKM secara umum mengalami penurunan 

tiap tahunnya. Jika dibanding dengan tahun 2011, jumlah UKM di tahun 2015 memiliki 

selisih yang sangat besar, lebih dari 70.000. Penurunan yang sangat besar ini tentu akan 

menjadi perhatian pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan dan bantuan 

kepada pelaku UKM.  

Pada tahun 2015, jumlah pengusaha pada usaha kecil dan menengah masing-

masing adalah 10.231 dan 44 orang. Sedangkan untuk usaha besar berjumlah 33 orang. 

Jumlah penyerapan tenaga kerja pada usaha kecil 22% dan usaha menengah sebesar 

0,093%. 

I. Keluarga Berencana (KB) Dan Keluarga Sejahtera (KS) 

Sebagai indikator tingkat pelayanan minimal pada tahun 2014 Angka Prevalensi 

Peserta KB Aktif berjumlah 77,02% atau 33.008 orang dari jumlah 42.854 orang jumlah 

Pasangan Usia Subur. Angka Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I adalah 

13,66 % atau keluarga pra sejahtera I sebanyak 6/703 keluaga dari jumlah sebanyak 

49.078 keluarga yang ada di Kabupten Bangka Selatan. 
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J. Komunikasi Dan Informasi 

J.1. Jumlah jaringan komunikasi 

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon 

genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan 

komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah. 

Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu (1) jaringan dan 

sebaliknya, beberapa operator dapat menggunakan hanya satu (1) jaringan 

telekomunikasi di wilayah pemerintah daerah. Untuk menghitung jaringan komunikasi 

dapat disusun tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.48. Jaringan Komunikasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 – 2015 

Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Jumlah Jaringan Telepon Genggam 5 5 5 5 4 

Jumlah Jaringan Telepon Stasioner 1 1 1 1 1 

Total Jaringan Komunikasi 6 6 6 6 5 

Sumber: Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Bangka Selatan; SIPD Kab. Bangka Selatan 

Semakin banyak jumlah jaringan komunikasi maka menggambarkan semakin 

besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam 

menyelenggarakan pemerintahan daerah. 

J.2. Jumlah surat kabar nasional/lokal 

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan 

bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa 

berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain. Jumlah 

surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau 

terbitan lokal yang masuk ke daerah. Semakin banyak jumlah jenis surat kabar terbitan 

nasional/lokal di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas 

jaringan komunikasi massa berupa media cetak sebagai pelayanan penunjang dalam 

menyelenggarakan pemerintahan daerah. 
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Untuk menghitung surat kabar terbitan nasional atau lokal dapat disusun tabel 

sebagai berikut:  

Tabel 2.49. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Kabupaten  Bangka Selatan Tahun 2011 – 

2015 

Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Jumlah Jenis Surat Kabar Nasional 3 3 3 5 3 

Jumlah Jenis Surat Kabar Lokal 10 9 9 2 7 

Total Jenis Surat Kabar 13 12 12 7 10 

Sumber: Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Bangka Selatan; SIPD Kab. Bangka Selatan 

 

J.3.      Jumlah penyiaran radio/TV lokal 

Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional 

maupun radio/TV lokal yang masuk daerah.  

Untuk menghitung jumlah penyiaran radio/TV lokal dapat disusun tabel sebagai berikut: 

Tabel. 2.50. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Kab. Bangka Selatan Tahun 2011 – 2015 

Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Jumlah Penyiaran Radio Lokal 1 1 2 3 3 

Jumlah Penyiaran Radio Nasional 1 1 1 1 1 

Jumlah Penyiaran TV Lokal    1 1 

Jumlah Penyiaran TV Nasional 5 5 5 5 5 

Total penyiaran TV/Radio 7 7 8 5 5 

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Bangka Selatan 

 

Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di daerah maupun nasional di 

daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi 

massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan 

pemerintahan daerah. 
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2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH 

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi 

daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah.  Suatu daya saing 

(competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan 

ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai 

tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. 

a. Kemampuan Ekonomi Daerah 

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah 

bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku 

ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan 

multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah.  Kemampuan ekonomi daerah 

memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut: 

a.1.  Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita  

Peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga menunjukkan peningkatan 

daya serap masyarakat terhadap produk yang dihasilkan daerah yang bersangkutan, hal 

ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan daerah setempat dalam menghasilkan 

produk-produk yang dibutuhkan masyarakat sekitar, yang berarti meningkatnya 

kemampuan ekonomi daerah yang bersangkutan. 

Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan pengeluaran penduduk untuk 

makanan dan bukan makanan. Nilai tersebut apabila dibagi dengan jumlah penduduk 

merupakan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga/masyarakat perorangan atau 

lebih dikenal dengan istilah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.  
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Tabel 2.51.  Angka Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Bangka 

Selatan Tahun 2011 – 2015 

Tahun Pengeluaran Per Kapita 

(1) (2) 

2011 9.581 

2012 10.216 

2013 10.609 

2014 10.633 

2015 10.824 

 

b. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam 

hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas 

ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar wilayah. 

 

b.1. Aksesibilitas Daerah 

Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah dapat dihitung antara lain dengan 

menghitung jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun. 

b.1.2. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum 

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) 

tahun di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 – 2015 tersaji dalam tabel berikut : 

Tabel 2.54. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kab. Bangka Selatan Tahun 

2011 - 2015 

Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Jumlah Orang Orang 98.398 121.321 205.138 168.356 143.834 

Jumlah Barang Ton 308 244 864 960 140 

Sumber: Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Bangka Selatan 
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b.2.      Penataan Wilayah 

b.2.1. Luas Wilayah Produktif 

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif 

terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.   

Tabel 2.56. Rasio Luas Wilayah Produktif Kab. Bangka Selatan Tahun 2011 - 2015 

Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Luas Wilayah Produktif 201.056 201.056 201.056 201.056 201.056 

Luas Wilayah Budidaya 206.606 206.606 206.606 206.606 206.606 

Rasio 97,31 97,31 97,31 97,31 97,31 

Sumber: Dinas PU Kab. Bangka Selatan 

 

b.2.3.  Luas Wilayah Industri 

Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan industri terhadap 

luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.   

Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Jumlah luas wilayah industri

Jumlah luas seluruh wilayah budidaya
x100% 

Tabel 2.57. Rasio Luas Wilayah Industri Kab.Bangka Selatan Tahun 2011 - 2015 

Indikator Kinerja Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Luas Wilayah Industri 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Luas Wilayah Budidaya 206.606 206.606 206.606 206.606 206.606 

Rasio 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 

Sumber: Dinas PU Kab. Bangka Selatan 

b.2.4.  Luas Wilayah Kebanjiran 

Luas wilayah kebanjiran adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas 

rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Rasio dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 
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Jumlah luas wilayah Kebanjiran

Jumlah luas seluruh wilayah budidaya
x100% 

Tabel 2.58. Rasio Luas Wilayah Kebanjiran Kab. Bangka Selatan Tahun 2011 -2015 

Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Luas Wilayah Kebanjiran 170 170 30 50 50 

Luas Wilayah Budidaya 206.606 206.606 206.606 206.606 206.606 

Rasio 0,001 0,001 0,0001 0,0002 0,0002 

Sumber: Dinas PU Kab. Bangka Selatan 

b.2.5.  Luas Wilayah Kekeringan 

Luas wilayah kekeringan adalah luas wilayah kekeringan terhadap luas rencana 

kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. 

Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Jumlah luas wilayah Kekeringan

Jumlah luas seluruh wilayah budidaya
 x 100% 

Tabel 2.59. Rasio Luas Wilayah Kekeringan Kab. Bangka Selatan Tahun 2011 -2015 

Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Luas Wilayah Kekeringan 0 0 0 0 0 

Luas Wilayah Budidaya 206.606 206.606 206.606 206.606 206.606 

Rasio 0 0 0 0 0 

Sumber: Dinas PU Kab. Bangka Selatan 

 

b.2.6.  Luas Wilayah Perkotaan 

Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan 

terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW. 

 

Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Jumlah luas wilayah Perkotaan

Jumlah luas seluruh wilayah budidaya
x100% 
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Tabel 2.60. Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kab. Bangka Selatan Tahun 2011 -2015 

Indikator Kinerja Tahun 
2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Luas Wilayah Perkotaan 79.742 79.742 79.742 79.742 79.742 

Luas Wilayah Budidaya 206.606 206.606 206.606 206.606 206.606 

Rasio 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Sumber: Dinas PU Kab. Bangka Selatan 

 

b.3. Fasilitas bank dan non bank 

Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-

cabangnya, dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya. 

b.3.1.   Fasilitas bank dan non bank 

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Tabel 2.61. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kab. Bangka Selatan tahun 

2011 – 2015 

No. Indikator Kinerja Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Bank Umum 5 6 7 8 8 

1.1 Konvensional 5 6 7 7 7 

1.2 Syariah - - - 1 1 

2 BPR 1 1 1 1 1 

2.1 Konvensional - - - - - 

2.2 Syariah 1 1 1 1 1 

Sumber: Bag. Ekonomi dan Pembangunan, Setda Kab. Bangka Selatan 

b.3.2.   Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang-cabangnya 

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko (nasabah) dengan cara 

menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak lain (perusahaan 
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asuransi).  Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha 

asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa.  Usaha asuransi adalah usaha jasa 

keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi 

guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi 

terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti 

terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. 

Penyelenggaraan asuransi dipisahkan menjadi dua yaitu perusahaan asuransi 

yang beroperasi secara konvensional dan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. 

Tabel 2.62. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya di Kab. 

Bangka Selatan tahun 2011-2015 

No Uraian 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Per. Asuransi Kerugian 0 0 0 0 0 

1.1 Konvensional 0 0 0 0 0 

1.2 Syariah 0 0 0 0 0 

2 Per. Asuransi Jiwa 2 2 2 2 2 

2.1 Konvensional 2 2 2 2 2 

2.2 Syariah 0 0 0 0 0 

  Sumber: Bag. Ekonomi dan Pembangunan, Setda Kab. Bangka Selatan 

b.4. Ketersediaan Air Bersih 

Air Bersih (Clean Water) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari 

yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air 

Minum (Drinking Water) adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses 

pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan 

Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). 

Sumber air bersih dapat dibedakan atas: 

1.  Air Hujan 

2.  Air Sungai dan Danau 

3.  Mata Air 

4.  Air Sumur Dangkal 
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5.  Air Sumur Dalam 

Tabel 2.63. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2011  -  2015 

Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (7) (8) 

Presentase Rumah Tangga 
Menggunakan Air Bersih 

71,43 75,69 76,95 75,18 67,48 

 

b.6. Ketersediaan Restoran 

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukan tingkat daya tarik investasi 

suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukan perkembangan 

kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. 

Sampai dengan tahun 2015 di kabupaten Bangka Selatan, terdapat 3 (tiga) buah 

restoran.  

b.7. Ketersediaan Penginapan 

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam 

meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah 

kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan 

meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya 

jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh 

ketersediaan penginapan/hotel. 

Tabel 2.66.  Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kab. Bangka Selatan Tahun 

2014 – 2015 

Indikator 

2014 2015 

Jumlah 
Hotel 

Jumlah 
Kamar 

Jumlah 
Tempat 

Tidur 

Jumlah 
Hotel 

Jumlah 
Kamar 

Jumlah 
Tempat 

Tidur 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Hotel Bintang - - - - - - 

Hotel Non Bintang 4 116 149 4 116 143 

Total 4 116 149 4 116 143 

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Bangka Selatan 
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C. Iklim Berinvestasi 

c.1. Keamanan dan Ketertiban 

c.1.1.  Angka Kriminalitas 

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada 

tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas 

untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. 

Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin 

rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.   

Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban 

kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun.  

Tabel 2.67.  Angka Kriminalitas Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 

Kasus Kejadian 

(1) (2) 

Pembunuhan 3 

Penculikan 2 

Pencurian 105 

Kasus Seksual 17 

Penganiayaan 31 

Penipuan 16 

Penyelundupan 0 

Kejahatan terhadap kepala Negara 0 

Jumlah 174 

Sumber: Kepolisian Resort  Kab. Bangka Selatan 

Formulasi Angka kriminalitas yaitu : 

 

Jumlah Kasus Kriminalitas

Jumlah Penduduk
x10.000 
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Sehingga tingkat kriminalitas tahun 2014 tercatat sebesar 7,98. Ini berarti bahwa terjadi 

kurang lebih 8 kali kasus kriminal setiap 10.000 penduduk Bangka Selatan selama tahun 2014. 

Angka ini mengalami peningkatan menjadi 8,99 kasus per 10.000 penduduk pada tahun 2015. 

c.1.2. Jumlah Demonstrasi 

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 

(satu) tahun. 

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan 

sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan 

pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak 

atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh 

kepentingan kelompok. 

Tabel 2.68. Jumlah Demonstrasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 – 2015. 

Uraian 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Bidang Politik 3 3 2 5 5 

Ekonomi 0 0 0 0 0 

Kasus pemogokan kerja 0 0 0 0 0 

Jumlah Demonstrasi /Unjuk Rasa 3 3 2 5 5 

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bangka Selatan  

c.1.3.  Kemudahan Perijinan 

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing 

investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah 

tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara 

terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya 

kemudahan perijinan. 

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan 

persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. 

Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk 

memperoleh suatu perijinan (dalam hari). 



 

RPJMD KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016-2021 II-51 

Tabel 2.69.  Rata-rata Lama Proses Perizinan Kab. Bangka Selatan Tahun 2011 – 2015 

Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Kemudahan Perizinan (Rata-rataLama Perizinan) 8,0 6,0 6,0 8,5 6,0 

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Bangka Selatan. 

 

c.1.4. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah) 

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan 

macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. 

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam 

hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan 

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku). 

 

Tabel 2.70. Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Bangka 

Selatan Tahun 2011 - 2015 

Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Jumlah Pajak Yang Dikeluarkan 1 9 9 10 10 

Jumlah Insentif Pajak Yang Mendukung 

Iklim Investasi 
1 1 1 1 1 

Jumlah Retribusi Yang Dikeluarkan 317 320 323 322 322 

Jumlah Retribusi Yang Mendukung 

Iklim Investasi 
2 2 2 2 2 

Sumber : DPPKAD Kab. Bangka Selatan 

c.1.5. Peraturan Daerah (Perda) Yang Mendukung Iklim Usaha 

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, 

melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah 

kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim 
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usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas 

barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. 

Tabel 2.71. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Bangka Selatan Tahun 

2011 - 2015 

Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Jumlah Perda Terkait Perijinan 6 8 10 10 10 

Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang 

dan Jasa 
2 2 3 3 3 

Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan 1 1 1 1 1 

Sumber: Bagian Hukum dan Organisasi Sekda Kab. Bangka Selatan  

c.1.6. Status Desa (Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa) 

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa adalah proporsi 

jumlah desa berswasembada terhadap jumlah desa, dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

Jumlah desa  berswasembada

Jumlah desa 
 x 100 % 

Tabel 2.72. Jumlah Desa Berdasarkan Statusnya di Kab. Bangka Selatan Tahun 2011 - 2015 

Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 
(1) (2) (3) (4) (4) (5) 

Jumlah Desa Swadaya 20 18 10 10 9 
Jumlah Desa Swakarya 18 20 28 28 27 
Jumlah Desa Swasembada 11 12 12 12 14 
Persentase Desa Swasembada 0,22 0,24 0,24 0,24 0,28 
Sumber :  BPMPD Kab. Bangka Selatan, SIPD Kab. Bangka Selatan (data diolah)  

D. Sumber Daya Manusia 

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan 

pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai 

subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan 

SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, 

terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, 
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mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu 

pelaksanaan pembangunan nasional. 

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam 

meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator 

kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat 

dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat 

sejauhmana beban ketergantungan penduduk. 

d.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3) 

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah 

menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat 

dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam 

negeri dan di luar negeri.  Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh 

tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan 

penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga 

kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah 

menyelesaikan S1, S2 dan S3. 

Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk, di 

hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Jumlah lulusan S1/S2/S3

Jumlah penduduk
 x 10.000 

Tabel 2.73. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 - 2015 

 

d.2. Tingkat Ketergantungan 

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang 

secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong maju 

Uraian 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 
(1) (4) (5) (6) (5) (6) 

Jumlah lulusan S1/S2/S3      

Jumlah Penduduk 177.484 181.436 185.514 189.492 193.583 
Rasio lulusan S1/S2/S3      
Sumber : BPS Kab. Bangka Selatan, diolah. 
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atau yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator 

demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan 

semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk 

membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan 

persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya 

beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang 

belum produktif dan tidak produktif lagi. 

Tabel 2.73. Rasio Ketergantungan Kab. Bangka Selatan Tahun 2011 - 2015  

Indikator Kinerja 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah Penduduk Usia    

< 15 tahun 
48.114 50.472 55.478 56.667 57.890 

Jumlah Penduduk usia   > 
64 tahun 

9.110 7.866 5.712 5.833 5.961 

Jumlah Penduduk Usia 
Tidak Produktif 

57.224 58.714 61.190 62.500 63.851 

Jumlah Penduduk Usia 
15-64 tahun 

122.971 130.782 130.355 126.992 129.732 

Rasio Ketergantungan 46,53 44,89 49,09 49,21 49,21 

Sumber : BPS Kab. Bangka Selatan  

 


